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BAB I 
PENDAHULUAN

A.  
Latar Belakang Masalah

Pemilihan kepala daerah pada dasarnya merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam konteks negara hukum demokratis, pemungutan suara bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan mekanisme konstitusional untuk memastikan bahwa kehendak rakyat benar-benar terakomodasi dalam proses pergantian kepemimpinan daerah.
 Oleh karena itu, setiap tahapan pemilihan, terutama pada saat pemungutan suara, harus berlangsung sesuai hukum agar hasil yang dilahirkan mempunyai legitimasi yuridis maupun legitimasi demokratis.

Namun dalam praktiknya, penyelenggaraan pemilihan tidak selalu berlangsung dalam situasi normal. Ada keadaan tertentu yang dapat mengganggu jalannya pemungutan suara, termasuk bencana alam yang menyebabkan masyarakat tidak dapat datang ke tempat pemungutan suara. Dalam keadaan seperti itu, hukum pemilihan menuntut adanya respons cepat, tepat, dan sah dari penyelenggara agar hak pilih warga negara tetap terlindungi.
 Artinya, persoalan utama bukan hanya apakah pemungutan suara dapat dilaksanakan, tetapi juga apakah pelaksanaannya tetap memenuhi syarat keabsahan menurut hukum.
Permasalahan tersebut menjadi sangat relevan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024. Berdasarkan berkas perkara yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, pada saat hari pemungutan suara terjadi hujan lebat terus-menerus, banjir, dan bahkan longsor di sejumlah wilayah yang disebut memengaruhi kehadiran pemilih ke TPS. Dalam permohonan perkara itu juga diuraikan bahwa kondisi bencana tersebut menyebabkan banyak pemilih terhalang menggunakan hak pilihnya, sehingga muncul perdebatan hukum mengenai langkah penyelenggara pemilu yang hanya melakukan pemungutan suara susulan dan lanjutan pada TPS tertentu.

Data yang termuat dalam perkara tersebut menunjukkan bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Deli Serdang mencapai 1.439.399 pemilih, sedangkan pengguna hak pilih hanya 447.400 pemilih, atau sekitar 32 persen dari DPT. Angka partisipasi yang sangat rendah ini tentu menimbulkan pertanyaan serius dari sudut pandang demokrasi elektoral, karena pemilihan kepala daerah idealnya mencerminkan partisipasi publik yang memadai. Ketika rendahnya partisipasi itu didalilkan terjadi akibat bencana banjir yang meluas, maka isu hukumnya tidak lagi semata-mata kuantitatif, tetapi juga menyentuh perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih.

Dalam perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi tersebut, juga dijelaskan bahwa wilayah-wilayah di Deli Serdang mengalami dampak bencana yang cukup luas, mulai dari banjir di beberapa kecamatan hingga longsor di Sibolangit. Kondisi ini didalilkan berpengaruh langsung terhadap akses menuju TPS maupun keberanian warga meninggalkan rumahnya yang sedang terdampak bencana. Dengan demikian, persoalan keabsahan pemungutan suara susulan tidak dapat dipisahkan dari pertanyaan mendasar: apakah penyelenggara telah mengambil kebijakan yang proporsional, adil, dan sesuai aturan untuk menjamin setiap warga tetap dapat menggunakan hak pilihnya.

Pemungutan suara susulan pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang disediakan untuk mengatasi keadaan luar biasa dalam pemilihan. Keberadaannya bukan dimaksudkan sebagai formalitas, melainkan sebagai mekanisme korektif agar proses pemilihan tetap sah dan tidak merugikan pemilih. Karena itu, pelaksanaan pemungutan suara susulan harus memenuhi syarat-syarat normatif tertentu, baik dari segi alasan dilaksanakannya, cakupan TPS yang terdampak, waktu pelaksanaannya, maupun dasar keputusan yang dipakai oleh penyelenggara. Tanpa ukuran hukum yang jelas, pemungutan suara susulan justru dapat menimbulkan sengketa baru mengenai sah atau tidaknya hasil pemilihan.

Persoalan hukum menjadi semakin menarik ketika dalam berkas perkara disebutkan bahwa Termohon hanya melakukan pemungutan suara susulan dan pemungutan suara lanjutan di 31 TPS berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 3057 Tahun 2024 tanggal 29 November 2024. Di sisi lain, Pemohon mendalilkan bahwa dampak bencana sesungguhnya meluas ke hampir seluruh wilayah kabupaten, sehingga kebijakan yang hanya terbatas pada sejumlah TPS dinilai tidak memadai. Titik inilah yang memperlihatkan adanya ruang perdebatan mengenai parameter hukum dalam menentukan kapan suatu bencana cukup signifikan untuk melahirkan pemungutan suara susulan dalam skala tertentu atau bahkan pemungutan suara ulang yang lebih luas.

Dari sudut pandang hukum administrasi pemilihan, tindakan KPU sebagai penyelenggara harus selalu bertumpu pada asas legalitas, asas kecermatan, dan asas perlindungan terhadap hak warga negara. Keputusan yang diambil dalam situasi darurat tidak boleh hanya didasarkan pada pertimbangan teknis singkat, tetapi harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, baik mengenai alasan, prosedur, maupun akibat yang ditimbulkannya. Oleh sebab itu, analisis terhadap keabsahan pemungutan suara susulan pada Pilkada Deli Serdang menjadi penting untuk menilai apakah keputusan KPU telah sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

Selain menyangkut aspek prosedural, persoalan ini juga menyentuh substansi keadilan pemilu. Pemilu yang adil bukan hanya pemilu yang dilaksanakan tepat jadwal, melainkan pemilu yang memberi kesempatan setara kepada seluruh pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Ketika sebagian masyarakat tidak dapat datang ke TPS akibat banjir, maka negara melalui penyelenggara pemilu memikul kewajiban untuk memastikan keadaan tersebut tidak menghilangkan makna kedaulatan rakyat. Dengan kata lain, keabsahan pemungutan suara susulan harus dinilai tidak hanya dari ada atau tidak adanya keputusan administratif, tetapi juga dari sejauh mana keputusan itu memulihkan hak pilih masyarakat yang terdampak bencana.

Urgensi penelitian ini juga tampak karena sengketa pilkada tidak selalu berakhir pada persoalan selisih suara semata. Dalam perkara Deli Serdang, permohonan yang diajukan menunjukkan bahwa bencana alam ditempatkan sebagai salah satu alasan penting untuk mempersoalkan keabsahan hasil pemilihan. Ini berarti hukum pemilihan dihadapkan pada tantangan nyata untuk menjawab hubungan antara keadaan force majeure, kebijakan penyelenggara, dan validitas hasil pemungutan suara. Oleh sebab itu, penelitian ini bukan hanya relevan secara akademik, tetapi juga penting secara praktis sebagai bahan evaluasi bagi penyelenggaraan pilkada di daerah rawan bencana.

Lebih jauh, penelitian mengenai keabsahan pemungutan suara susulan pada Pilkada Deli Serdang dapat memberi kontribusi dalam memperjelas batas diskresi KPU di tengah keadaan darurat. Pada satu sisi, penyelenggara membutuhkan ruang gerak untuk merespons situasi lapangan dengan cepat; tetapi pada sisi lain, setiap kebijakan tetap harus berada dalam koridor hukum agar tidak berubah menjadi tindakan yang sewenang-wenang. Karena itu, kajian ini penting untuk menilai apakah kebijakan yang diambil telah proporsional terhadap luasnya dampak banjir dan terhadap jumlah pemilih yang berpotensi kehilangan kesempatan memilih.

Penelitian ini juga penting karena kasus Deli Serdang memperlihatkan bahwa bencana alam dapat menjadi faktor yang sangat menentukan kualitas demokrasi lokal. Ketika hujan lebat, banjir, dan gangguan akses menuju TPS terjadi secara bersamaan, maka keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak cukup diukur dari terselesaikannya tahapan, melainkan dari terjaminnya integritas hasil. Integritas hasil inilah yang kemudian bergantung pada keabsahan tindakan korektif, termasuk pemungutan suara susulan. Apabila tindakan korektif tersebut tidak tepat, maka hasil akhir pemilihan dapat terus dipersoalkan dari sudut legitimasi hukum maupun legitimasi politik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Keabsahan Pemungutan Suara Susulan pada Pilkada Deli Serdang Akibat Bencana Banjir (Studi Kasus di KPU Deli Serdang)”.
B. 
Rumusan Masalah

 
Dari penjabaran latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana menganalisis pengaturan hukum mengenai pemungutan suara susulan pada Pilkada akibat bencana banjir?
2. Bagaimana menganalisis pelaksanaan pemungutan suara susulan pada Pilkada Deli Serdang akibat bencana banjir?
3. Bagaimana menganalisis keabsahan hukum pemungutan suara susulan pada Pilkada Deli Serdang akibat bencana banjir?
C. 
Tujuan Penelitian
   
Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.
2. Menjelaskan dan menganalisis pengaturan hukum mengenai pemungutan suara susulan pada Pilkada akibat bencana banjir
3. Mengkaji pelaksanaan pemungutan suara susulan pada Pilkada Deli Serdang akibat bencana banjir
4. Menganalisis keabsahan hukum pemungutan suara susulan pada Pilkada Deli Serdang akibat bencana banjir.
D. 
Manfaat Penelitian
Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum tata negara dan hukum pemilu, terutama yang berkaitan dengan keabsahan pemungutan suara susulan pada pemilihan kepala daerah akibat bencana banjir, serta menjadi bahan kajian akademik mengenai perlindungan hak pilih masyarakat dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pilkada. 
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi penyelenggara pemilihan umum, khususnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, sebagai bahan evaluasi dan pedoman dalam mengambil kebijakan yang tepat terkait pelaksanaan pemungutan suara susulan akibat bencana banjir. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, serta pihak terkait lainnya dalam menerapkan ketentuan hukum pemilihan secara tepat, terutama dalam menjamin keabsahan proses pemungutan suara, perlindungan hak pilih masyarakat, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pilkada. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendukung terciptanya proses penegakan hukum yang lebih profesional, objektif, cermat, dan akuntabel dalam pelaksanaan pemungutan suara susulan akibat bencana banjir di Kabupaten Deli Serdang. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan pemahaman dalam bidang hukum serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan. 
� Pasal 1 ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


� Pasal 120, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.


� Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 152/PHPU.BUP-XXIII/2025, hlm. 8–13.


� Ibid


� Ibid


� Pasal 50 ayat (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.


� Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 152/PHPU.BUP-XXIII/2025, hlm. 12–13.


� Pasal 13 huruf a, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.


� Pasal 27 ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


� Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 152/PHPU.BUP-XXIII/2025, hlm. 13–14 dan hlm. 24–25.


� Pasal 157 ayat (3), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.


� Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 152/PHPU.BUP-XXIII/2025, hlm. 9–13.
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